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BAB II 

PROFIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SAINT PETERSBURG 

Profil wilayah atau kondisi suatu daerah dapat menjadi salah satu landasan untuk melihat 

kondisi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai 

kondisi atau profil Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Saint Petersburg mulai dari aspek 

sejarah, kondisi geografis, demografis, pemerintahan, kebudayaan serta simbol atau lambang dari 

kedua daerah.  

A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta 

1. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada awalnya merupakan sebuah kerajaan yang bernama 

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nama Yogyakarta atau Ngayogyakarta adalah nama 

yang diberikan oleh Paku Buwono II yaitu Raja Mataram pada tahun 1719-1727 sebagai 

pengganti nama Pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta memiliki arti Yogya yang kerta atau 

Yogya yang makmur, sementara itu Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki arti Yogya yang 

makmur dan yang paling utama. Sebelum Indonesia menjadi negara yang merdeka, Yogyakarta 

merupakan daerah Kasultanan yang telah memiliki tradisi pemerintahan, termasuk didalamnya 

Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 dan didirikan 

oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten 

Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo yang merupakan saudara 

Sultan Hamengku Buwono II dan kemudian bergelar Adipati Paku Alam I
1
. 
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Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kasultanan Ngayogyakarta serta Kadipaten 

Pakualaman telah diakui sebagai sebuah kerajaan dan memiliki kewenangan untuk mengatur 

pemerintahannya sendiri. Hal ini tercantum dalam kontrak politik antara Kasultanan 

Ngayogyakarta, Kadipaten Pakualaman serta pemerintah Hindia Belanda. Kontrak politik 

dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. 

Selanjutnta kontrak politik terakhir tercantum dalam Staatsbald 1941 No.47 serta kontrak politik 

Pakualaman dalam Staatsbald
2
 1941 No. 577. Sebagai daerah yang memiliki asal usul atau 

sejarahnya sendiri, maka Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada awalnya merupakan 

Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman disebut sebagai Zelfbesturende 

Landschappen. Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau 

Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah Kooti, 

secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. Sedangkan 

pada masa kemerdekaan disebut sebagai daerah Swapraja
3
.  

Selanjutnya pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Hamengku 

Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta dan 

Daerah Paku Alaman menjadi bagian dari wilayah negara Republik Indonesia. Kasultanan 

Yogyakarta dan Pakualaman juga bergabung dalam wilayah yang dinamakan Daerah Istimewah 

Yogyakarta serta bertanggung jawab sebagai pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta. Sultan 

Hamengku Buwono IX menjadi kepala daerah dan Sri Paku Alam VIII menjadi wakil kepala 

daerah. Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII ini pun bertanggung jawab 

                                                           
2
 Lembaran Negara Republik Indonesia pada masa Kolonial Belanda.  
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langsung kepada Presiden Republik Indonesia, yang pada saat itu merupakan Presiden Soekarno. 

Berikut merupakan pegangan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut
4
 : 

1. Piagam Kedudukan Sri Sutan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII 

tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia 

2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 

5 September 1945 (dibuat sendiri secara terpisah) 

3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 

30 Oktober 1945 (dibuat bersama dalam satu naskah)
5
 

Wilayah DIY (Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman) beserta 

Kabupaten/Kota yang ikut berintegrasi dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta 

meliputi
6
 : 

 Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat, 

 Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgodiningrat, 

 Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat, 

 Kabupaten Gunung Kidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat, 

 Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT Secodiningrat. 

Sementara itu untuk wilayah kekuasaan Kadipten Paku Alaman meliputi : 

 Kabupaten Kota Paku Alaman dengan bupatinya KRT Brotodiningrat, 

 Kabupaten Adikarto dengan bupatinya KRT Suryaningprang. 
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 Kabupaten-kabupaten tersebut tidak memiliki otonomi melainkan hanya wilayah 

administratif. Bupati-bupati yang mengepalai masing-masing kabupatennya disebut dengan 

Bupati Pamong Praja. Mereka juga mengepalai birokrasi kerajaan yang disebut dengan Abdi 

Dalem Keprajan
7
.  

Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, DPRD DIY menghendaki agar kedudukan 

sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah 

pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati. Pasal 18 

undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa "pembagian Daerah Indonesia atas daerah 

besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang 

dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara 

dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa". Sebagai Daerah Otonom 

setingkat Propinsi, DIY dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan 

maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 

meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman
8
. 

Gambar II.1 Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta 
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Sumber : Website Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

2. Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang 

dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. 

Batas dengan Propinsi Jawa Tengah meliputi
9
 : 

 Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara 

 Kabupaten Klaten di bagian timur laut 

 Kabupaten Magelang di bagian barat laut 

 Kabupaten Purworejo di bagian barat 

Secara astronomis, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70 33' LS - 8 12' 

LS dan 110 00' BT - 110 50' BT.  

Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 

(empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan 

                                                           
9
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ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian 

tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara 

Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan 

Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter
10

. 

 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, terdiri dari 4 

kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, 

Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi 

fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik 

ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.
11

 

Berikut merupakan luas wilayah masing-masing wilayah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta
12

 :  

 Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km (1,02%); 

 Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km (15,91%); 

 Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km (18,40%); 

 Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km (46,63%); 

 Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km (18,04%). 

 

Gambar II.2 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta 
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Sumber : Website Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

3. Demografis/Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 

sebanyak 3.457.491 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. Sex ratio penduduk DIY 

sebesar 97,73.
13

 

 

 

 

Tabel II.I Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 
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Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio 

Kota 

Yogyakarta 189.137 199.49 388.627 94,81 

Bantul 454.491 457.012 911.503 99,45 

Kulon Progo 190.694 198.175 388.869 96,23 

Gunungkidul 326.703 348.679 675.382 93,70 

Sleman 547.885 545.225 1.093.110 100,49 

DIY 1.708.910 1.748.581 3.457.491 97,73 

Sumber : DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY 

Estimasi jumlah penduduk DIY pada tahun 2012 menurut BPS sebanyak 3.514.762 jiwa 

dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.737.506 jiwa dan perempuan sebanyak 

1.777.256 jiwa. Dari tabel di atas, persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 

2012 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.114.833 jiwa atau sebesar 

31,71%. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu Kabupaten Bantul sebanyak 

927.956 jiwa atau sebesar 26,40 %, disusul oleh Kabupaten Gunungkidul pada urutan ketiga 

dengan jumlah penduduk sebanyak 684.740 jiwa atau sebesar 19,48%. Selanjutnya, wilayah 

dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo 

dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 394.012 jiwa dan 393.221 jiwa atau sebesar 

11,21% dan 11,18 %.
14

 

 

 

Gambar II.3 Grafik Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012
15
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Sumber : http://jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/view/jumlah-penduduk 

4. Perekonomian Daerah Istimewa Yogykarta 

Sumber perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari berbagai sektor yaitu 

sektor industri, pertanian, kehutanan, jasa, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya.  

Perekonomian Provinsi DIY selama tahun 2012-2014 menunjukkan kinerja kurang baik, dengan 

laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3 persen, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi rata-

rata nasional sebesar 5,90 persen. Besarnya PDRB Provinsi DIY di Pulau Jawa merupakan 

terendah kedua setelah Banten. Pada tahun 2011-2013 laju perekonomian  meningkat  dari  5,21  

persen menjadi  5,49  persen,  kemudian  menurun  tahun 2014 dengan laju 5,18 persen.
16

 Lalu 

pada tahun 2015 laju pertumbuhan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali 

mengalami penurunan yaitu menjadi 4,94 persen.
17

 Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi 

DIY 2015, dipengaruhi oleh melemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. 

Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh melambat dari 5,08 persen pada tahun 2014 menjadi 

4,87 persen pada tahun 2015.
18
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 Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi DI Yogyakarta 2015, Selasa 6 Desember 2016 12.47 WIB : 
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Namun perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perbaikan pada tahun 

2016. Didorong oleh peningkatan konsumsi dan investasi pemerintah, serta membaiknya kinerja 

perdagangan luar negeri, perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Triwulan II 2016 

tumbuh 5,57 persen, meningkat tajam dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 4,84 

persen. Secara sektoral, sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi DIY Triwulan II 2016 

adalah sektor perdagangan, yang diikuti oleh jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, serta 

administrasi pemerintah.
19

 

5. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keunikan dan menjadikannya menjadikannya 

sebagai daerah yang istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta 

berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan 

struktur modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang 

erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan 

dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga 

merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan 

pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, 

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. 

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi 

dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten 
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Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan 

keistimewaan DIY tetap diakui
20

. 

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY 

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY 

yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan 

Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, 

ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan 

melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan 

mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan 

tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-

tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan 

lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi 

Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi
21

. 

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas 

dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 

kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai 

kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai 

daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah 
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 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta “Sejarah” Rabu, 7 Desember 2016 11.40 WIB : 
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Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.
22

 Kewenangan inilah yang membuat 

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki 

pemimpin secara turun menurun dan tidak melalui pemilihan umum seperti provinsi lain di 

Indonesia. Sementara itu, kota/kabupaten yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap 

melakukan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin daerah masing-masing.  

 

 

B. Profil Saint Petersburg 

Gambar II.4 Lambang Saint Petersburg 

 

Sumber : http://www.saint-petersburg.com/quick-facts/ 

1. Sejarah Saint Petersburg 

Saint Petersburg merupakan sebuah kota yang pertama kali didirikan pada tahun 1703 

oleh Peter The Great dengan nama “Sankt Petersburg”. Saint Petersburg sempat mengalami 

beberapa pergantian nama antara lain adalah Petrogard pada tahun 1914-1924 lalu menjadi 

Leningrad pada tahun 1924-1991 sebelum akhirnya kembali bernama Saint Petersburg. Peter The 
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Great sebagai kaisar pertama Rusia menginvestasikan waktu dan energi yang cukup besar dalam 

membangun Saint Petersburg yang ia lihat sebagai jembatan untuk menuju tatanan sosial baru di 

Rusia dan akan menempatkan Rusia tidak hanya sebagai salah satu kekuatan besar di dunia, 

tetapi juga jantung budaya Eropa. Selanjutnya setelah wafatnya Peter The Great, kekuasaan atas 

Rusia diambil alih oleh Catherine I yaitu pada tahun 1725-1727. Dikarenakan masa kekuasaan 

yang relatif singkat, Catherine I hanya melanjutkan program-program yang telah dilakukan oleh 

Peter The Great.
23

  

Pada tahun 1727-1730, dibawah kepemimpinan Peter II yaitu cucu dari Peter The Great, 

Istana Kekaisaran Rusia dipindahkan kembali ke Moskow. Keputusan ini membuat Saint 

Petersburg mengalami stagnansi dalam proses pembangunannya. Selain itu banyak warga yang 

tergolong sebagai warga terkemuka meninggalkan Saint Petersburg. Kekuasaan Rusia 

selanjutnya dimiliki oleh Anna Loannova pada tahun 1730-1740. Pada masa kekuasaan Anna, 

Istana Kekaisaran Rusia dikembalikan ke Saint Petersburg. Anna Loannova juga membawa 

dampak positif bagi Saint Petersburg yaitu adanya perkembangan yang siginifikan dalam 

pembangunan serta perencanaan kota. Kekuasaan selanjutnya dimiliki oleh Ivan IV dan Anna 

Leopoldovna sebagai bupati yang hanya menjabat kurang dari satu tahun sehingga kekuasaan 

mereka tidak memiliki pengaruh besar bagi Rusia khususnya bagi Saint Petersburg. 
24

 

Pada tahun 1741-1762, Kekaisaran Rusia dikuasai oleh Ratu Elizabeth. Pada masa 

kekuasaannya, Saint Petersburg berubah menjadi ibukota di Eropa yang berkilauan. Saint 

Petersburg dihiasi dengan istana-istana yang mewah, termasuk diantaranya adalah istana yang 

modern dan termegah yaitu Winter Palace (Istana Musim Dingin) serta dibangunnya Baroque 

Cathedral sebagai katedral terindah yang ada di Saint Petersburg.  Masa kekuasaan lain yang 
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juga hanya bertahan dengan hitungan bulan adalah masa kekuasaan sebelum Catherine The Great 

yaitu Peter III. Catherine The Great sendiri berkuasa pada tahun 1762-1796. Walaupun dia lahir 

di Jerman, Catherine The Great berhasil membuat Saint Petersburg sebagai bagian dari dirinya. 

Catherine The Great meninggalkan tanda yang tidak akan dapat terhapuskan di Saint Petersburg 

seperti proyek pembangunan kota dengan gaya neoklasik, lalu Catherine The Great juga 

membentuk beberapa lembaga terkemuka seperti Perpustakaan Nasional.
25

 

Meskipun pemerintahan Paulus I tergolong singkat yaitu hanya dari tahun 1796 hingga 

1801, raja eksentrik ini tetap meninggalkan catatan arsitektur, keinginan dan obsesinya. Salah 

satu peninggalan Paulus I yang paling menonjol adalah Castle Mikhailovsky yaitu sebuah istana 

istimewa dan juga menjadi tempat dimana ia dibunuh. Kekuasaan selanjutnya dimiliki oleh 

Alexander I yaitu pada tahun 1801-1825. Puncak pemerintahan Alexander adalah kekalahan 

Napoleon selain itu Kekaisaran Rusia berhasil memiliki pengaruh dan kekuasaan yang kuat. 

Saint Petersburg sebagai pusat Rusia mengalami perkembangan yaitu dengan pembangunan 

bangunan yang indah dalam gaya empire
26

.  

Rusia sebagai kekaisaran berkembang dengan pesat dan mecapai puncak kejayaannya 

pada pemerintahan otokratik Tsar Nicholas I yang berkuasa pada tahun 1855 hingga 1881. Saint 

Petersburg terus berkembang menjadi kota dengan bangunan-bangunan yang megah. Selain itu, 

kebudayaan Rusia mencapai tahun kejayaan (the golden age) pada pemerintahan Tsar Nicholas I. 

Pada masa kekuasaan Alexander II yaitu pada tahun 1855 hingga 1881, Alexander II dikenal 

sebagai Great Reformer, pemerintahannya juga memperhatikan langkah-langkah yang signifikan 

dalam modernisasi St. Petersburg. Hal tersebut ditandai dengan teknologi baru seperti sistem air 

yang terpusat, jaringan trem yang ditarik tenaga kuda, serta elektrifikasi parsial kota. Selanjutnya 

                                                           
25

 Website Saint Petersburg “An Illustrated History of Saint Petersburg” Jumat, 23 Desember 2016 20.35 WIB : 
http://www.saint-petersburg.com/history/ 
26

 Ibid 



 
 

34 |  P a g e
 

Alexander III memegang kekuasaan atas Rusia yaitu pada tahun 1881-1894. Meskipun proyek 

pembangunan besar relatif sedikit dilakukan pada masa pemerintahan Alexander III, Saint 

Petersburg mengalami perkembangan yang pesat dengan penduduk mencapai lebih dari satu juta 

serta apartemen muncul sebagai sarana untuk mengakomodasi pendatang baru. Nicholas II 

menjadi penguasa kekaisaran terakhir di Rusia, Nicholas II berkuasa pada saat Saint Petersburg 

menjadi salah satu kota yang paling modern, berbudaya, dan kosmopolitan di dunia. Dalam 

masa-masa terakhir Kekaisaran Rusia dapat terlihat kemajuan teknologi serta prestasi budaya 

yang sangat besar
27

.  

Setelah Nicholas II menjadi penguasa kekaisaran Rusia yang terakhir, Rusia dan Saint 

Petersburg memasuki tahapan baru yaitu Perang Dunia I. Pada awal pecahnya Perang Dunia I, 

Saint Petersburg masih menjadi kota yang makmur, mewah, serta masih merayakan perayaan 

300 tahun Dinasti Romanov. Namun pada tahun-tahun berikutnya, Saint Petersburg menjadi kota 

dengan permasalahan kelaparan, kemiskinan dan keinginan untuk revolusi. Sebagai buntut dari 

Revolusi Oktober, ibukota Soviet pindah ke Moskow dan Petrograd (Saint Petersburg) menjadi 

kota yang hampir tak berpenghuni, Saint Petersburg tidak hanya kehilangan statusnya sebagai 

ibukota Soviet tetapi juga kehilangan dua-pertiga dari penduduknya. Rezim ini sedikit 

melakukan pembangunan, tetapi rezim baru memberikan tanda pada kota dengan mengubah 

nama-nama ruang yang paling terkenal publik. Setelah Lenin meninggal, Petrograd berganti 

nama menjadi Leningrad dan pemerintah Soviet mulai mengubah kota dengan proyek 

perumahan konstruktivis besar. Pembunuhan bos Partai populer Sergey Kirov menandai 

dimulainya Teror Stalin, dan Leningrad menanggung beban penuh represi. Leningrad mengalami 

masa-masa yang sulit pada tahun-tahun selanjutnya yaitu pada saat pecahnya perang Soviet dan 
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Nazi Jerman. Setelah wafatnya Stalin dan Khrushchev dan munculnya pemimin baru dari rezim 

komunis, membawa perubahan pada Leningrad yaitu adanya pembangunan-pembangunan baru. 

Selanjutnya pada awal 1990-an Uni Soviet mulai runtuh dan reformasi politik tidak dapat 

mengikuti perubahan sosial. Pada masa itu juga Leningrad menghadapi perubahan nama 

kekuasaan dengan campuran serta munculnya harapan baru
28

. 

2. Geografis Saint Petersburg 

Saint Petersburg terletak sekitar 400 mil (640 km) barat laut dari Moskow, hanya sekitar 

7 ° selatan dari Lingkaran Arktik serta terletak di 59 ° 57 'Lintang Utara dan 30 ° 19' Bujur 

Timur (Pulkovo meridian). Saint Petersburg merupakan kota terbesar kedua di Rusia dan salah 

satu kota besar di dunia. Saint Petersburg terletak sepanjang sungai Neva dan terletak di bagian 

atas dari Teluk Finlandia. Negara-negara yang berbatasan dengan Saint Petersburg antara lain 

adalah Swedia, Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Germany, Denmark 

(The Baltic Sea Region). Selanjutnya berikut merupakan wilayah Rusia yang berbatasan dengan 

Saint Petersburg yaitu Leningrad Oblast, Novgorod Oblast, Vologda Oblast, Pskov Oblast, 

Kaliningrad Oblast dan Republik Karelia. Jarak dari Saint Petersburg ke kota terdekat adalah 

Helsinki dengan jarak 383 km serta Stockholm dengan jarak 700km. Saint Petersburg merupakan 

sebuah kota dengan dataran yang rendah sehingga menyebabkan kota ini sering dilanda bencana 

banjir. Banjir tersebut sering terjadi pada musim gugur, ketika angin topan yang kuat mendorong 

perairan Teluk hulu serta pada musim semi. Banjir yang cukup besar terjadi pada tahun 1777, 

1824, dan 1924, tahun 1824 dan 1924 adalah tahun dengan banjir yang paling parah karena 

membanjiri sebagian besar kota. Untuk mengontrol banjir tersebut pemerintah Saint Petersburg 
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membangun tanggul panjang di Teluk Finlandia. Selain itu, sejumlah kanal juga dipotong untuk 

membantu drainase.
29

 

Gambar II.5 Peta Saint Petersburg
30

 

Sumber : 

http://www.tourvideos.com/maps-Northern-Europe.html 

3. Demografis/Kependudukan Saint Petersburg 

Penduduk Saint Petersburg didominasi oleh orang-orang Rusia asli. Namun, sebelum 

revolusi penduduk Saint Petersburg tidak hanya orang Rusia asli melainkan berasal dari 

Polandia, Baltic, Jerman, sebagian kecil berasal dari Tatar, orang-orang Yahudi dan masyarakat 

Cina. Setelah revolusi pada tahun 1917, penduduk yang bukan berasal dari etnis Rusia 

berbondong-bondong memutuskan untuk meninggalkan Saint Petersburg. Sementara itu bagi 

yang memutuskan untuk bertahan di Saint Petersburg dan diduga sebagai “musuh” maka mereka 

akan dikirim ke penjara pada tahun 1930-an. Pada masa pasca perang, penduduk Saint 
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Petersburg lebih bersifat homogen dikarenakan jumlah penduduk asli hampir sama dengan 

jumlah penduduk pendatang. Namun hal tersebut kembali berubah pada masa pasca-Soviet 

dikarenakan imigran menjadi target kejahatan.
31

  

Gambar II.6 Perkembangan Populasi Saint Petersburg 

Sumber : 

www.languagesoftheworld.infocities 

Gambar diatas menunjukkan perkembangan jumlah penduduk Saint Petersburg dari tahun 

1765 hingga tahun 2015. Berdasarkan data pada tahun 2015, total penduduk Saint Petersburg 

berjumlah 5,2 Juta penduduk. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sendiri 

adalah 44.8% laki-laki dan 55.2% perempuan. Berdasarkan data pada tahun 2012, jumlah 

penduduk yang berperan aktif dalam kegiatan perekonomian di Saint Petersburg berjumlah 

2,895,900. Jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran hanya 0.3% dari 

total jumlah penduduk atau 10.2013 orang.  

4. Perekonomian Saint Petersburg 
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Saint Petersburg adalah kota kedua setelah Moskow di Rusia yang bergerak dalam bidang 

industri. Pada akhir era Soviet lebih dari setengah dari penduduk yang bekerja di Saint 

Petersburg dipekerjakan di pabrik-pabrik dan perdagangan bangunan. Lalu setelah dilakukannya 

deindustrialisasi pasca Soviet runtuh, sekitar seperlima dari penduduk yang bekerja di Saint 

Petersburg masih bekerja dalam bidang industri. Industri di Saint Petersburg dinilai lebih 

menarik dari industri yang berkembang di Moskow. Sedangkan para pekerja yang tidak terlibat 

dalam bidang industri bekerja di bidang jasa. Sepanjang era 1990-an bidang industri sempat 

mengalami penurunan dikarenakan output industri yang dihasilkan jumlahnya sedikit. Namun 

pada awal abad ke-21 bidang industri mengalami kebangkitan dan perkembangannya melebihi 

pencapaian yang telah dicapai di masa lalu. Saint Petersburg merasakan dampak yang sangat 

besar dikarenakan perkembangan  industri tersebut, Saint Petersburg tumbuh lebih cepat 

dibandingkan Rusia secara keseluruhan. Industri-industri baru mulai bermunculan, real estate 

menjadi bidang dengan pertumbuhan terbesar dan diikuti oleh bidang transportasi dan 

manufaktur
32

.  

Gambar II. 7 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Saint Petersburg 
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Sumber : www.st-petersburg-essentialguide.com/st-petersburg-economy.html 

 Pada tahun 2011, perekonomian Saint Petersburg menunjukkan angka yang stabil dan 

juga menunjukkan perkembangan yang beragam dalam berbagai sektor ekonomi. Pada 

kenyataannya juga, ketersediaan perumahan meningkat menjadi 2,7 milyar meter persegi atau 

44.737 apartemen. Stabilisasi ekonomi dan keuangan Saint Petersburg memberikan pengaruh 

pada percepatan pembangunan perumahan dan pertumbuhan tahunan yang mencapai 1.9% lebih 

tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan Committee Economy 

Deveopment, Industrial and Trade, pada tahun 2011,2012 dan 2013 Index produksi industrial 

mencapai 113,8%. Pertumbuhan paling tinggi adalah industri manufaktur yaitu 130.9%, 

pendapatan melalui perusahaan yaitu 121.2% dan volume penjualan barang yaitu 110.8%. 

Pertumbuhan yang tinggi tersebut juga membawa dampak positif pada pembangunan infrastuktur 

di Saint Petersburg. 
33

 

5. Pemerintah Saint Petersburg 

Saint Petersburg memiliki sistem pemerintahan yang sama dengan Moskow yaitu “city of 

republican subordination” yang berarti bahwa pemerintah Saint Petersburg memiliki 

pertanggung jawaban dan kordinasi langsung kepada pemerintah Rusia, hal ini berbeda dengan 

pemerintah kota-kota lain yang melakukan pertanggung jawaban dan kordinasi dengan 

pemerintah provinsi masing-masing. Kota tersebut dibagi atas derah-daerah (kabupaten) dan ada 

juga sejumlah kabupaten pinggiran kota berada dibawah pemerintah kota Saint  Petersburg. 

Sebagian besar daerah/distrik pedesaan dalam orbit Saint Petersburg berada dibawah pemerintah 

provinsi Leningrad Oblast (mempertahankan nama Soviet eranya). Meski berada di Saint 
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Petersburg dan berbagi beberapa tanggung jawab dan lembaga dengan kota, pemerintah provinsi 

sendiri terpisah "subjek" dari Federasi Rusia.
34

 

Saint Petersburg terbagi atas 18 distrik. Distrik tersebut antara lain adalah sebagai berikut 

:  

Tabel II.2 Distrik di Saint Petersburg 

1. Admiralteysky District  10. Kurortny District  

2. Vasileostrovsky District  11. Moskovsky District  

3. Vyborgsky District  12. Nevsky District  

4. Kalininsky District  13. Petrogradsky District 

5. Kirovsky District  14. Petrodvortsovy District 

6. Kolpinsky District  15. Primorsky District  

7. Krasnogvardeysky District  16. Pavlovsky and Pushkinsky 

Districts 

8. Krasnoselsky District 17. Frunzensky District 

9. Kronshtadsky District  18. Central District 

 

Selanjutnya berikut merupakan struktur pemerintahan Saint Petersburg berdasarkan 

badan yuridis, legislatif dan eksekutif :  
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Sumber : http://doingbusiness.ru/?option=com_k2&view=item&id=105:political-

system&Itemid=384 

 

 

 Eksekutif Branch (Badan Eksekutif) 

Badan Administrasi Kota merupakan badan eksekutif di Saint Petersburg, badan 

eksekutif ini dipimpin oleh Gubernur. Badan Administrasi Saint Petersburg dibentuk oleh 

Gubernur, Pemerintah, Kanselir Gubernur, Komite Kota serta sub bagian dari Badan 

Administrasi yaitu Departemen Administrasi Teritorial.  

http://doingbusiness.ru/?option=com_k2&view=item&id=105:political-system&Itemid=384
http://doingbusiness.ru/?option=com_k2&view=item&id=105:political-system&Itemid=384
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 Legislative Branch (Badan Legislatif) 

Majelis Legislatif Saint Petersburg merupakan majelis tertinggi dan merupakan satu-

satunya badan legislatif atau perwakilan otoritas negara di Saint Petersburg. 

 Judicial Branch 

Badan Yuridiksi di Saint Petersburg direpresentasikan oleh :  

1. Charter Court of Saint Petersburg 

2. Judges of the Peace of Saint Petersburg 

3. City Court of Saint Petersburg 

4. Arbitration court of Saint Petersburg and Leningrad region 

5. Leningrad Military Circuit Tribunal 

 

 

 

 

 

 


